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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR  7  TAHUN  2016

 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan

Tengah Tahun Anggaran 2016
Tengah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 

. bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Pr

Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 

jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun 201

membiayai program prioritas dalam Tahun Anggaran 

maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun An

2016; 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 

2016. 

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
2016 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

rangka pelaksanaan pembangunan di Jawa 

2016, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 

yang mengakibatkan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 

jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih 
Tahun 2015 harus digunakan untuk 

rioritas dalam Tahun Anggaran 2016

maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan 

rah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
rah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 

Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

di Jawa 

, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran 

ovinsi Jawa Tengah 

yang mengakibatkan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 

jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih 
harus digunakan untuk 

2016, 

maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan 

ggaran 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
rah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 

Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

 
 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589; 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
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25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1); 

 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah  Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 
10, No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : 
(6/2014); 

 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
32); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
dan 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 
 

Pasal 1 
 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2016 sebelum dan sesudah perubahan dirinci sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Daerah  

a. Semula  Rp.   22.026.201.874.000,00 

b. Berkurang Rp. (1.037.822.946.000,00)  

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 20.988.378.928.000,00 

 

2. Belanja Daerah      

a. Semula  Rp.   22.426.201.874.000,00 

b. Berkurang Rp. (1.270.992.653.000,00)  

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 21.155.209.221.000,00 

 

Defisit Setelah Perubahan Rp.          (166.830.293.000,00) 

 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Semula  Rp.   400.000.000.000,00 

b. Berkurang Rp. (233.169.707.000,00)  

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 166.830.293.000,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

tahun berkenaan setelah perubahan :                NIHIL 
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Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah    

1) Semula  Rp.   13.810.924.605.000,00 

2) Berkurang Rp. (1.043.375.682.000,00)  

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 12.767.548.923.000,00  

 

b. Dana Perimbangan   

1) Semula  Rp.   8.152.842.083.000,00 

2) Bertambah Rp. (1.508.064.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 8.151.334.019.000,00 

 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

1) Semula  Rp.   62.435.186.000,00 

2) Bertambah Rp. 7.060.800.000,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 69.495.986.000,00 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis Pendapatan : 

a. Pajak Daerah    

1) Semula  Rp.   12.054.424.421.000,00 

2) Berkurang Rp. (1.131.899.196.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.922.525.225.000,00 

 

b. Retribusi Daerah    

1) Semula  Rp.   96.570.884.000,00 

2) Berkurang Rp. (2.238.407.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 94.332.477.000,00 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan   

1) Semula  Rp.   360.861.000.000,00 

2) Berkurang Rp. (16.845.808.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 344.015.192.000,00 
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah   

1) Semula  Rp.   1.299.068.300.000,00 

2) Bertambah Rp. 107.607.729.000,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.406.676.029.000,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak   

1) Semula  Rp.   919.026.530.000,00 

2) Bertambah Rp. (2.683.738.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 916.342.729.000,00 

 

b. Dana Alokasi Umum    

1) Semula  Rp.   1.859.907.223.000,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.859.907.223.000,00 

 

c. Dana Alokasi Khusus    

1) Semula  Rp.   5.373.908.330.000,00 

2) Bertambah Rp. 1.175.674.000,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.375.084.004.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah         

1) Semula  Rp.   23.488.000.000,00 

2) Bertambah Rp. 7.060.800.000,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 30.548.800.000,00 

b. Dana Darurat    N I H I L  

 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya    

1) Semula  Rp.   0,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 0,00 
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d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus    

1) Semula  Rp.   0,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 0,00 

 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  

dari Pemerintah Daerah lainnya    N I H I L 

 

f. Dana Insentif Daerah 

1) Semula  Rp.   38.947.186.000,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 38.947.186.000,00 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung    

1) Semula  Rp.   16.039.277.550.000,00 

2) Berkurang Rp. (838.984.396.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 15.200.293.154.000,00 

 

b. Belanja Langsung    

1) Semula  Rp.   6.386.924.324.000,00 

2) Berkurang Rp. (432.008.257.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.954.916.067.000,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai   

1) Semula  Rp.   2.935.693.127.000,00 

2) Berkurang Rp. (534.091.506.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.401.601.621.000,00 

 

b. Belanja Bunga    NIHIL 
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c. Belanja Subsidi    NIHIL 

 

d. Belanja Hibah    

1) Semula  Rp.   5.359.325.200.000,00 

2) Berkurang Rp.  (43.294.084.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.316.031.116.000,00 

 

e. Belanja Bantuan Sosial    

1) Semula  Rp.   41.650.000.000,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 41.650.000.000,00 

 

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota  

1) Semula  Rp.   5.356.597.095.000,00 

2) Berkurang Rp. (266.598.806.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.089.998.289.000,00 

 

g. Belanja Bantuan Keuangan  Kepada Kab/Kota & Pemerintahan Desa  

1) Semula  Rp.   2.299.344.378.000,00 

2) Bertambah Rp. 5.000.000.000,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.304.344.378.000,00 

 

h. Belanja Tidak Terduga    

1) Semula  Rp.   46.667.750.000,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 46.667.750.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai   

1) Semula  Rp.   376.107.634.000,00 

2) Berkurang Rp. (26.003.582.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 350.104.052.000,00 
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b. Belanja Barang dan Jasa   

1) Semula  Rp.   2.863.293.876.000,00 

2) Berkurang Rp. (157.625.934.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.705.667.942.000,00 

 

c. Belanja Modal   

1) Semula  Rp.   3.147.522.814.000,00 

2) Berkurang Rp. (248.378.741.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.899.144.073.000,00 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan   

1) Semula  Rp.   600.000.000.000,00 

2) Berkurang Rp. (183.169.707.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 416.830.293.000,00 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan    

1) Semula  Rp.   200.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp. 50.000.000.000,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 250.000.000.000,00 

 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. SiLPA  Tahun Anggaran Sebelumnya   

1) Semula  Rp.   600.000.000.000,00 

2) Berkurang Rp. (183.169.707.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 416.830.293.000,00 

 

b. Pencairan Dana Cadangan    NIHIL 

c. Penerimaan Kembali Dana Cadangan  NIHIL 

d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan NIHIL 

e. Penerimaan Pinjaman Daerah   NIHIL 

f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman NIHIL 
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g. Penerimaan Piutang Daerah   NIHIL 

h. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan  

Pengadaan Pangan  NIHIL 

i. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir NIHIL 

 

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan     

1) Semula  Rp.   150.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp. 50.000.000.000,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 200.000.000.000,00 

 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah   

1) Semula  Rp.   50.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 50.000.000.000,00 

 

c. Pembayaran Pokok Utang  NIHIL 

d. Pemberian Penerimaan Pinjaman  NIHIL 

e. Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan NIHIL 

f. Pemberian Dana Bergulir  NIHIL 

g. Pembayaran Utang Daerah  NIHIL 

 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 

1) Lampiran I  : Ringkasan Perubahan APBD; 

2) Lampiran II  : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi SKPD; 
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3) Lampiran III  : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4) Lampiran IV  : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan; 

5) Lampiran V  : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6) Lampiran VI  : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

7) Lampiran VII  : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
Tahun Anggaran ini; 

8) Lampiran VIII :  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam keadaan darurat Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan 
mendesak. 

 

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut : 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan  

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

(3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut : 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; 
dan 

c. Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD 
tahun berjalan. 
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Pasal 7 

 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  1 November 2016 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
 
 
 

GANJAR PRANOWO 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal   1 November 2016     
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
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